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GAMBARAN UMUM 
LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

itetapkannya Undang-undang Republik Indonesia 

DNomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi 
publik merupakan implementasi dari tuntutan era 
informasi di mana informasi menjadi kebutuhan pokok 
setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan 

sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. 
Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang juga 
menjadi ciri dari negara demokratis.

Dengan keterbukaan informasi publik, masyarakat memiliki sarana 
untuk melakukan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan 
negara dan Badan Publik yang berimplikasi pada kedaulatan 
masyarakat itu sendiri.

Akses masyarakat terhadap informasi publik tersebut, sejalan dengan 
ketentuan Pasal28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap 
orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan 
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Amanah Undang-undang tersebut, wajib dilaksanakan oleh seluruh 
badan publik termasuk Perpustakaan Nasional RI yang yang 
memiliki banyak informasi dan dokumen di setiap unitnya. 
Selanjutnya, menjadi tugas pegawai Perpustakaan Nasional RI untuk 

menyampaikan data/informasi tersebut dengan benar kepada publik. 
Hal ini merupakan komitmen dari Perpustakaan Nasional RI untuk 
mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Perpustakaan 
Nasional RI. Salah satu bentuk komitmen yaitu dengan menunjuk 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
Perpustakaan Nasional RI melalui keputusan Kepala Perpustakaan 
Nasional Republik Indonesia nomor 14 tahun 2019 tentang 
organisasi pengelola informasi dan dokumentasi perpustakaan 
nasional.





Pengelolaan layanan informasi publik di Perpustakaan Nasional RI 
meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib 
disediakan dan diumumkan secara berkala, pengumuman informasi 
yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi 
yang wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan 
informasi yang dikecualikan. Klasifikasi Informasi Publik di 
Lingkungan Perpustakaan Nasional diatur melalui Peraturan 
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Publik Dl Lingkungan 
Perpustakaan Nasional. 

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, 
informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang 
diumumkan secara serta merta dapat diakses langsung oleh 
masyarakat melalui website PPID Perpustakaan Nasional di 
ppid.perpusnas.go.id



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN 
LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

etiap permohonan informasi publik yang menggunakan 

Sdasar hukum UU KIP dan/atau ditujukan kepada PPID 
Perpustakaan Nasional RI akan dilayani melalui 
mekanisme layanan informasi publik melalui PPID 

Perpustakaan Nasional RI. Pemohon informasi publik dapat 
mengajukan permohonan melalui berbagai saluran yang tersedia, 
dengan melampirkan bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu 
Tanda Penduduk bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai 
Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan 
hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak 
asasi manusia bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai 
Badan Hukum Indonesia.

Permohonan informasi publik dari masyarakat bisa dilakukan 
dengan datang langsung ke sekretariat PPID Perpustakaan 
Nasional di Jl. Salemba Raya No. 28A Jakarta Pusat atau mengisi 
form registrasi permohonan informasi di website 
ppid.perpusnas.go.id. 



Ketersediaan saluran permohonan informasi publik 
ini nampaknya belum dimanfaatkan secara maksimal. 
Selama tahun 2018 tidak ada permintaan informasi 
dari masyarakat, baik melalui sekretariat PPID di 
Salemba maupun melalui website PPID Perpusnas. 
Tercatat, beberapa orang pernah melakukan 
registrasi permohonan informasi dan kemudian sudah 
diverifikasi oleh admin web PPID Perpusnas. Namun 
kemudian setelah diverifikasi tidak ada tindak lanjut 
dari pemohon untuk jenis informasi yang mereka 
butuhkan. 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 
LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

endahnya permohonan masyarakat terhadap informasi 

Rpublik Perpustakaan Nasional RI perlu dilakukan 
identifikasi terhadap penyebabnya. Kemajuan dan 
kemudahan interaksi melalui media sosial mungkin 

saja memberikan kecenderungan masyarakat untuk mencari 
informasi melalui saluran tersebut. Hal ini terlihat dari 
tingginya permintaan informasi umum melalui media sosial 
seperti facebook, instagram, twitter, maupun email resmi dari 
Perpustakaan Nasional. Dari kondisi umum yang muncul dalam 
pelaksanaan PPID Perpusnas, perlu dilakukan beberapa 
perbaikan di antaranya: 

1. Pemahaman terhadap pentingnya penyediaan informasi 
yang selalu update di website PPID Perpusnas harus 
didiseminasikan ke seluruh unit kerja yang ada di 
Perpustakaan Nasional agar kebutuhan informasi publik 
masyarakat dapat terpenuhi dengan mudah. 

2. Penyempurnaan website juga harus diperhatikan agar 
memberi kemudahan bagi admin web dalam merespon 
dengan cepat registrasi dan permohonan informasi dari 
masyarakat. Kuantitas permohonan yang sedikit akan 
merepotkan admin jika harus selalu membuka web untuk 
melakukan pengecekan secara rutin terhadap permohonan 
yang muncul. Akan lebih mudah apabila notifikasi dapat 
terhubung dengan email aktif admin yang rutin digunakan 
setiap hari.

3. Tampilan antar-muka website PPID Perpusnas harus 

diperbaiki agar lebih ramah bagi pengguna.

4. Renovasi ruang PPID harus segera direalisasikan untuk 
peningkatan layanan terhadap pengguna

5. Perlu dilakukannya studi banding terhadap praktik terbaik 
pengelolaan PPID di instansi lain agar pengelola PPID 
Perpusnas memiliki referensi yang baik dalam melakukan 
pekerjaannya.  

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi 
layanan informasi publik PPID Perpustakaan Nasional RI dan 
Perangkat PPID Perpustakaan Nasional RI.
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